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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 KESIMPULAN 

 Mengacu pada hasil analisis deskriptif dan analisis statistic inferensial 

menggunakan metode SEM berbasis Partial Least Square (PLS), maka ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel Sumber Daya Manusia (X1) berpengaruh signifikan 

 terhadap Faktor Penghambat Pengadaan Barang/Jasa  (Y). 

2. Variabel Teknologi (X2)  berpengaruh signifikan terhadap  Faktor 

Penghambat Pengadaan Barang/Jasa (Y). 

3. Variabel Hukum (X3) berpengaruh signifikan terhadap Faktor Penghambat 

 Pengadaan Barang/Jasa (Y). 

6.2 Saran-Saran 

             Berdasarkan kesimpulan di atas mengenai sumber daya manusia, 

 teknologi, hukum untuk berjalannya proses pelaksanaan pengadaan 

 barang/jasa, maka dapat disimpulkan saran sebagai berikut : 

1. Bagi Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah NTT perlu adanya 

sosialisasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa dan sosialisasi penggunaan 

email, pelatihan dan ujian sertifikasi untuk memahami Pengadaan 

Barang/Jasa. 
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2. Bagi Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah NTT disarankan 

untuk menambahan kapasitas server serta perlu adanya penyediaan genset 

dalam kapasitas besar dan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan 

PLN untuk menunjang pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

3. Bagi Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah NTT disarankan 

untuk menciptakan peraturan daerah yang menjadi acuan dalam 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa perlu juga dilakukan koordinasi dan 

sosialisasi yang melibatkan pihak SKPD terkait dalam klarifikasi dokumen 

dan perlu dilibatkan staf dari instansi terkait untuk klarifikasi dokumen. 

4. Penelitian ini masih terbatas pada ruang lingkup yang kecil ,diharapkan 

kepada peneliti berikutnya untuk meneliti faktor-faktor lain yang 

menghambat proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 
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